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ABSTRAK

Tinjauan Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Perkara Anak Nakal Pelaku 
Pencurian yang diperiksa dan diputus oleh hakim anak pada Pengadilan Negeri Kelas IA 
Palembang. Studi ini bertujuan untuk mengetahui apakah yang menjadi pertimbangan 
hukum hakim dalam perkara anak nakal pelaku pencurian dengan nomor perkara : No. 
31/Pid.B/l 999/PN.Plg dan Perkara No. 151/Pid.B/1997/PN.Plg. pada Pengadilan Negeri 
Kelas IA Palembang.

Metode yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif 
dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian, analisis terhadap peraturan 
perundang-undangun yang membuka peluang terjadinya praktik dalam 
pertimbangan hukum hakim perkara anak pelaku pencurian.

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada Bab III dalam 
penulisan skrpsi ini, disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam perkara anak 
nakal pelaku pencurian dalam Putusan No. 31/Pid.B/1999/PN.Plg dan Putusan No. 
151/Pid.B/1997/PN.Plg hakim hanya mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana 
dalam Pasal 362 KUHP seperti subjek hukum, mengambil barang, barang yang diambil, 
tujuan mengambil barang, wujud perbuatan memiliki barang, keterangan terdakwa, 
keterangan saksi, barang bukti, keterangan ahli, laporan pembimbing kemasyarakatan, 
hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan terdakwa. Dalam putusan No. 
31/Pid.B/1999/PN.Plg, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan, sedangkan 
dalam putusan No. 151/Pid.B/1997/PN.Plg hakim menjatuhkan sanksi tindakan, 
walaupun perbuatan terdakwa terbukti dipersidangan, berupa pengembalian kepada orang 
tua/wali/orang tua asuh. Dari kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa sikap hakim 
dalam putusan No. 151/Pid.B/1997/PN.Plg 
menjunjung nilai-nilai keadilan, kemanfaatan bagi anak dan lebih berpihak kepada anak 
dibandingkan sanksi pada putusan No. 3 l/Pid.B/1999/PN.Plg.

lebih memperhatikan sanksi yang
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BABI

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Isyarat dan sekaligus amanat yang terdapat dalam Pembukaan Undang- 

Undang Dasar 1945 Republik Indonesia telah menegaskan bahwa tujuan nasional 

yang ingin dicapai ialah “melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

»idalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia”.

Isyarat dan sekaligus amanat tersebut di atas, merupakan program

pembangunan nasional pemerintah Republik Indonesia yang meliputi

pembangunan dibidang ekonomi, politik, sosial dan termasuk pula pembangunan

bidang hukum yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan dan sasaran pembangunan

nasional, termasuk pembangunan hukum nasional.

Di lihat dari visi yang telah digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan 

Negara Tahun 1999-2004, ternyata tujuan pembangunan nasional dalam jangka 

waktu 5 (lima tahun) terakhir adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang 

damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah 

negara kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang

sehat, mandiri, beriman, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum >x < * \
A' $ r r 
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dan lingkungan, menguasai IPTEK, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan 

berdisiplin.

Di samping visi yang dikemukakan di atas, maka misi yang menjadi 

sasaran dari 12 (dua belas) penetapan dibidang hukum antara lain bertujuan :

1. terwujudnya sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi 

hukum dan HAM berlandaskan keadilan dan kebenaran ;

2. terwujudnya kondisi aman, damai, tertib dan ketentraman masyarakat;

3. terwujudnya aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat, 

profesional, berdaya guna, produktif, transparan dan bebas dari kolusi, 

korupsi dan nepotisme.

Di berbagai belahan dunia, pembicaraan, perhatian, kasih sayang, 

tumpuan dan harapan masa depan suatu bangsa terhadap generasi muda seperti 

anak-anak atau remaja selalu hangat dan tidak pernah sepi untuk diperbincangkan, 

bahkan dipundak merekalah segala nasib suatu bangsa dipertaruhkan. Oleh karena 

itu, perlindungan dan perhatian terhadap keberadaan (eksistensi) generasi muda

tersebut tentunya menjadi suatu keharusan bagi pemerintah dan masyarakat. 

Perlindungan terhadap hak-hak sosial anak-anak harus pula menjadi 

landasan/dasar terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang dihasilkan 

oleh lembaga eksekutif dan legislatif.

Sampai dengan saat ini, pemerintah atau eksekutif bersama Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan 

perundang-undangan nasional yang secara khusus mengatur dan melindungi 

kepentingan hak-hak sosial anak-anak dalam segala aspek yang melingkupi
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kepentingan anak-anak yang diwujudkan dalam perundang-undangan sebagai

berikut:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang berlakunya KUHP

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

3. Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Sosial

4. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

5. SEMA RI No. 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak

6. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

7. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

8. Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO

Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja

9. Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO

Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk

Pekeijaan Terburuk Anak

10. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

11. Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

12. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial 

Penyandang Cacat

13. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

14. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Terorisme

15. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Di lihat dari produk nasional yang telah mengeluarkan beberapa undang- 

undang seperti dikemukakan di atas, seharusnya memberikan perhatian khusus
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terhadap masalah anak-anak tersebut, sehingga menjadi bahan pertimbangan 

terhadap pihak-pihak yang terlibat dan melibatkan diri di dalam mengupayakan 

perlindungan anak.

Selanjutnya, dalam beberapa instrumen intemational, perhatian dunia 

untuk turut memberikan perlindungan hukum terhadap masalah anak-anak, telah 

dituangkan dalam beberapa resolusi atau konvensi sebagai instrument 

internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan Eropa antara lain sebagai 

berikut :2

1. The Universal Declaration of Human Right Tahun 1948

2. Declaration on The Right ofThe Child Tahun 1959

3. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang United Nation Standard 

Minimum Rule-Juvenile Justice (The Beijing Rule) No. 40/33 tanggal 29

November 1985

4. International Covenant on Civil of Politik Right (1CCPR) tentang Konvensi

Hak-hak Sipil dibidang Politik

5. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang United Nation For Non

Custodial Measure (The Tokyo Rule) No. 45/110 tanggal 14 Desember 1990

6. Protocol No. 2 to the European Convention for the Prevention Of Torture And 

In Human On Degrading Treatment Or Punishment

7. European Convention On The Exercise Of Children’s Rights

Dalam perkembangannya pengaturan perlindungan anak-anak ini juga menjadi 
perhatian tim perancangan RUU KUHP Nasional Indonesia yang telah diakomodir dalam RUU 
KUHP Nasional Tahun Tahun 2005.
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European Agreement Relating Participation In Proceedings Of The European

Court Of Human Right 

9. European Convention On Product Liability In Regard To Personal Injury And

8.

Deaht

10. dan sebagainya

Sebuah fakta memprihatinkan dilansir Komisi Nasional Perlindungan 

Anak (Komnas PA). Pelaku kriminal dari kalangan remaja dan anak-anak 

meningkat pesat. Berdasarkan data yang ada, terhitung sejak Januari hingga 

Oktober 2009, meningkat 35% dibandingkan tahun sebelumnya, Pelakunya rata- 

rata berusia 13 hingga 17 tahun.

Sehubungan data yang dikemukakan di atas, Sekretaris Jenderal (Sekjen) 

Komnas PA Arist Merdeka Sirait menyatakan bahwa mulai Januari hingga Oktober 

jumlah kasus kriminal yang dilakukan anak-anak dan remaja tercatat 1.150 

sementara pada 2008 hanya 713 kasus. Ini berarti ada peningkatan 437 kasus. Jenis 

kasus kejahatan itu antara lain pencurian, narkoba, pembunuhan dan pemerkosaan.3

Menurut Arist,4 meningkatnya kasus kriminal yang dilakukan anak dan 

remaja ini disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, kurangnya kasih sayang 

dan perhatian dari keluarga serta kurangnya pembinaan dari orangtua. Selain itu, 

masalah kemiskinan dan pergaulan juga menjadi salah satu pemicu.

Selanjutnya, Arist juga mengaku merasa prihatin dengan fenomena ini. 

Meski peningkatan kasusnya sangat tinggi, hingga sekarang pemerintah belum

3 Koran Kompas, tanggal 12 Mei 2009
4 htxp//\v\v\N.KomnasPerlindungananak.or.id//htm[. Diakses tanggal 25 Juni 2009
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memiliki rumah pembinaan khusus bagi anak-anak yang bermasalah. Padahal, 

keterlibatan mereka dalam peristiwa kriminal mempengaruhi masa depan serta hak- 

hak anak yang harus dilindungi. Namun demikian, walau ada peningkatan kasus 

kriminal oleh anak dan remaja, sebaliknya kasus kekerasan terhadap anak dan 

remaja cenderung menurun. Pada 2008, kasus seksual yang menimpa anak-anak 

tercatat 6.999 kasus.5 Pada Januari-Oktober 2009 hanya 488 kasus. Sementara 

kasus kekerasan terhadap fisik anak pada 2008 tercatat 4.818, pada 2009 ini turun 

menjadi 394 kasus.6 Kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan remaja pada 2008 

mengakibatkan 208 anak mengalami cedera ringan cedera berat 493 orang, dan 

meninggal 101 orang. Pada 2009, yang cedera ringan 123 orang, cedera berat 52 

orang, dan meninggal 210 orang.

Perhatian dan perlindungan hukum terhadap masalah-masalah anak-anak 

dari dulu, sekarang maupun yang akan datang inilah yang menjadi pertimbangan 

penulis untuk menelaah secara kritis dan argumentatif, sehingga akan terlihat 

sejauh mana perlindungan hukum terhadap masalah-masalah anak-anak 

terimplimentasi secara kongkret di dalam praktik penerapannya. Oleh sebab itu, 

analisis yang berkaitan dengan sejumlah masalah-masalah dilapangan tidak dapat 

dilepaskan dari keterkaitannya dengan pengaturan masalah anak-anak. Analisis 

tersebut akan diuraikan dalam bab selanjutnya.

Di lihat dari aspek upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak 

atau anak nakal (juvenile delinquency), maka upaya penanggulangan tersebut

5 Ibid
Sinar Harapan, Rachmat Gunadi, Kekerasan Anak Meningkat, Kamis, tanggal 29 Juni

2009, hlm 8
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dapat dikelompok menjadi dua tahap kebijakan, yaitu kebijakan untuk 

menggunakan sarana pidana (penal policy) dan kebijakan untuk menggunakan 

bukan pidana (non penal). Pencegahan dan penanggulangan kenakalan 

anak-anak yang bukan pelaku tindak pidana, tentunya tidak tepat apabila upaya 

pencegahan dan penanggulangannya menggunakan sarana pidana yang lebih 

bersifat penjeraan/derita sebagai konsekuensi dari dianut teori pembalasan. 

Apabila sarana pidana tersebut tetap dipaksakan untuk digunakan terhadap 

perilaku kenakalan anak-anak, maka penggunaan sarana pidana tersebut dapat 

dikatakan telah diterapkan “secara sembarangan dan tidak rasional”.7 Sebaliknya 

apabila perilaku anak nakal tersebut, telah menimbulkan korban dan perbuatan 

tersebut dianggap sangat serius, maka perlu difahami secara teliti dan cermat 

apakah perbuatan anak-anak nakal tersebut, merupakan hasil proses kematangan 

kejiwaannya, sehingga ia harus bertanggungjawab secara pidana. Hal inilah yang 

menurut penulis kesulitan-kesulitan aparat penegak hukum untuk menentukan 

apakah anak tersebut wajib disebut sebagai pelaku kejahatan dan wajib 

mempertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya 

atau secara telah konspeptual justru telah menimbulkan viktimisasi struktural 

terhadap perilaku anak nakal tersebut. Oleh karena itu, penegakan hukum 

memerlukan bantuan kajian-kajian lintas disiplin ilmu dan kajian-kajian 

bersifat faktual seperti perbandingan dalam melihat dan memahami anak-anak

sarana

yang

7 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori Kebijakan Hukum Pidana, Alumni, Bandung,
1998, hlm
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bermasalah dalam perilakunya, sehingga menjadikan studi tentang anak 

masih merupakan perhatian dan tidak pernah sepi dibicarakan.

Setelah 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-undang No. 3 Tahun 

1997 tentang Pengadilan Anak, penegakan hukum pidana anak, masih tetap 

menimbulkan beberapa masalah dalam proses peradilan pidana anak yang 

bermasalah dalam prilakunya, sehingga anak berstatus sebagai pelaku tindak 

pidana. Beberapa masalah tersebut bersumber dari 2 (dua) aspek atau kebijakan 

undang-undang No. 3 Tahun 1997 yang sampai dengan saat ini belum pernah 

dilakukan evaluasi atau amandemen (perubahan) oleh pemerintah dan dewan 

perwakilan rakyat. Masalah tersebut dapat ditinjau dari dua aspek yaitu :8 

A. Aspek yuridis bersumber dari kebijakan legislatif yang tertuang dalam

undang-undang No. 3 Tahun 1997 itu sendiri yang dapat dikelompok

beberapa masalah :

1. Ketiadaan pejabat khusus anak

2. Batas usia pertanggungjawaban anak

3. Tujuan pemidanaan anak

4. Pedoman pemidanaan anak

5. Sarana dan prasarana

yang

Barda Nawawi Arief memberikan catatan terhadap beberapa fenomena legislatif yang 
terdapat dalam UU No. 3 Tahun 1997, yaitu pencabutan Pasal 45, 46, dan 47 KUHP, adanya 
Pidana bersayarat dan pidana pengawasan yang hakikatnya, tidak ada syarat untuk pidana 
pengawasan, peluang menggunakan pidana bersyarat dalam UU 3 Tahun 1997 lebih kecil 
dibandingkan dengan KUHP. Periksa Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan 
Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group 
Jakarta, 2007, hlm 80
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B. Aspek Non Yuridis

1. Pemahaman aspek psikologi anak

2. Prilaku dan perkembangan j iwa anak

3. karakteristik anak

4. Dampak kemajuan tehnologi dan informasi

5. Dampak pembangunan

6. Dampak lingkungan

Masing-masing aspek di atas, sangat berpotensi mempengaruhi dan 

menjadikan anak nakal hanya sebagai korban dari setiap kebijakan pemerintah 

dan dewan perwakilan rakyat yang justru telah mengeluarkan undang-undang 

tersebut. Artinya kedua aspek atau kebijakan tersebut di atas, dapat diduga telah 

menjadikan anak-anak nakal terakumulasi dan menjadi masalah nasional di dalam

sistem hukum nasional yang seharusnya mampu sebagai garda terdepan di dalam

upaya melindungi dan mewujudkan eksistensi anak-anak di negaranya sendiri

(Indonesia).

Secara umum pemeriksaan sidang anak nakal menurut Undang-undang 

No. 3 Tahun 1997 dilakukan oleh hakim khusus yaitu hakim anak. Pengangkatan 

hakim anak ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI dengan surat keputusan, 

dengan mempertimbangkan usul Ketua Pengadilan Tinggi tempat hakim 

bersangkutan bertugas melalui Ketua Pengadilan Tinggi (Pasal 9 Undang-undang 

Pengadilan Anak), Pengangkatan hakim anak oleh Ketua Mahkamah Agung 

bukan oleh Menteri Kehakiman, karena hal tersebut menyangkut teknis yuridis 

pengadilan dan merupakan pengangkatan hakim khusus (spesialis).
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Untuk menjadi hakim anak undang-undang pengadilan anak telah 

menentukan beberapa syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim anak 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 Undang-undang Pengadilan Anak yaitu : 

a. telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan

umum.

b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Untuk dapat dilaksanakan ketentuan di atas diperlukan .peraturan 

pelaksanaan yang menyangkut berapa lama pengalaman seorang hakim di 

pengadilan negeri dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai hakim anak. 

Walaupun banyak tersedia hakim yang telah berpengalaman cukup lama, akan 

tetapi mereka tidak mungkin dapat diangkat menjadi hakim anak apabila yang 

bersangkutan tidak memiliki minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah

anak. Ini berarti tidak semua hakim yang telah berpengalaman dapat menjadi

hakim anak.

Selain ketentuan persyaratan mengenai hakim anak, juga hakim anak 

harus memperhatikan syarat-syarat lainnya yaitu bahwa hakim anak tidak 

dibenarkan memekai toga. Artinya dalam pemeriksaan sidang anak nakal para 

pejabat pemeriksa yaitu hakim, penuntut umum dan penasihat hukum (khususnya 

advokat) tidak mengenakan toga. Juga panitera yang bertugas membantu hakim 

tidak memakai jas. Semua pakaian kebesaran tersebut tidak dipakai pejabat 

pemeriksa, dimaksudkan agar dalam persidangan tidak memberikan kesan 

menakutkan atau seram terhadap anak yang diperiksa. Selain itu agar dengan 

9 Lihat Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
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pakaian biasa dapat menjadikan persidangan berjalan lancar dan penuh keke

luargaan.

Pada bagian lain juga undang-undang pengadilan anak telah menentukan 

bahwa dalam pemeriksaan sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal 

sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1). Ini berarti penentuan hakim tunggal 

bertujuan agar sidang perkara anak dapat diselesaikan dengan cepat. Sementara 

itu perkara anak yang dapat disidangkan dengan hakim tunggal adalah perkara- 

perkara pidana yang ancaman hukumannya lima tahun ke bawah dan 

pembuktiannya mudah atau tidak sulit. Tindak pidana yang dimaksud antara lain 

adalah tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP, tindak pidana penggelapan 

Pasal 378 Bab XXIV KUHP dan tindak pidana penipuan Pasal 372 XXV KUHP. 

Namun demikian, apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan 

hukuman penjara di atas lima tahun dan pembuktiannya sulit, maka berdasarkan 

(Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Anak) perkara tersebut diperiksa 

dengan hakim majelis. Namun dalam Pasal 11 ayat (2) tersebut selain dalam "hal 

tertentu" yaitu tentang ancaman hukuman dan pembuktian tersebut, juga 

"dipandang perlu". Namun undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud 

dengan"dipandang perlu" tersebut. Sebab ada kemungkinan meskipun suatu 

perkara tergolong hal tertentu seperti tindak pidana pemalsuan surat Pasal 263 

KUHP dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara atau tindak 

pidana kekerasan Pasal 170 ayat (2) dengan ancaman hukuman maksimal tujuh 

tahun, tetapi tidak dipandang perlu diperiksa dengan hakim majelis, sehingga
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dalam praktik akan sulit untuk menentukan ukuran-ukuran "dipandang perlu" 

dalam pasal tersebut.

Sehubungan dengan ketentuan perkara yang diperiksa dengan hakim 

tunggal dan perkara yang tergolong hal tertentu yang diperiksa dengan hakim 

majelis, apakah pemeriksaan perkara yang demikian ada hubungannya dengan 

pemeriksaan singkat (Pasal 203 KUHAP) dan acara pemeriksaan biasa? 

Menurut hemat kami dalam perkara anak nakal ini karena telah diatur secara 

khusus dalam Pasal 11 Undang-undang Pengadilan Anak maka peraturan dalam 

KUHAP harus dikesampingkan. Penuntut umum cukup menunjukan perkara 

anak, dan pengadilanlah akan menetapkan apakah perkara tersebut akan diperiksa 

hakim tunggal atau hakim majelis.

acara

Bertolak dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis telah

akan menelaah tentang apakah dalam putusan-putusan pemidanaan dalam perkara

anak nakal telah mempertimbangkan sifat dan karateristik anak. Oleh karena itu,

penulis tertarik untuk melakukan TINJAUAN TERHADAP PERTIMBANGAN

HUKUM HAKIM PERKARA ANAK NAKAL PELAKU PENCURIAN.

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, 

maka permasalahan yang akan diangkat dalam bentuk skripsi adalah apakah yang 

menjadi pertimbangan hukum hakim dalam perkara anak pelaku pencurian ?

C. Ruang Lingkup Permasalahan

Untuk menjelaskan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan di atas, 

maka ruang lingkup yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini
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difokuskan pada pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Kelas IA 

Palembang dalam perkara anak nakal pelaku pencurian dengan nomor perkara : 

31 /Pid.B/1999/PN.Plg dan Perkara Nomor 151/Pid.B/l997/PN.Plg.

D. Tujuan Penelitian

Berpedoman dengan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka perlu 

pula ditegaskan bahwa tujuan penelitian dalam penulisan karya ilmiah dalam 

bentuk skripsi adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam 

perkara anak nakal pelaku pencurian Perkara 31/Pid.B/l 999/PN.Plg dan Perkara 

Nomor: 151/Pid.B/l 997/PN.Plg.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna baik 

secara teoritis mau pun secara praktis, 

a. Aspek Teoritis

Menambah informasi yang lebih kongkrit tentang apa saja pertimbangan 

hukum hakim dalam perkara anak pelaku pencurian dalam usaha 

pembaharuan hukum pidana anak,

b. Aspek Praktis

Melengkapi bahan-bahan kepustakaan hukum pidana anak yang berorientasi 

kepada penelaahan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan hukum hakim 

anak pelaku pencurian dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana anak, 

terutama di lihat sebagai bagian dari proses penegakan hukum pidana anak.
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F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan 

pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan 

perundang-undangun yang membuka peluang terjadinya praktik dalam 

pertimbangan hukum hakim perkara anak pelaku pencurian. Namun 

demikian, penelitian kepustakaan tidak saja terhadap bahan perundang- 

undangan di Indonesia yang mengandung celah yang dapat dimanfaatkan 

dalam praktik penyelesaian perkara anak yang diproses dalam 

persidangan anak, tetapi juga sebagai bahan penunjang yang mempunyai

hubungan secara tidak langsung dengan masalah anak sebagai pelaku

pencurian.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan. 

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan 

yang penormaannya justru kondusif bagi terselenggaranya sistem 

peradilan anak. Selain itu pendekatan juga dilakukan pendekatan 

perbandingan (comparative approach).

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Namun 

karena penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder, maka data primer 

lebih bersifat menunjang. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari :
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a. Bahan hukum primer10 yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan 

hukum yang diatur berdasarkan hierarki perundang-undangan mulai 

dari UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan aturan 

lain di bawah undang-undang, putusan-putusan Pengadilan Negeri No. 

31/Pid.B/l 999/PN.PLG dan Perkara No. 151/Pid.B/1997/PN.PLG

b. Bahan hukum sekunder11 adalah bahan hukum yang diperoleh dari 

buku teks, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum dan lain

sebagainya

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk

atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan

sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan lain-

lain.

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, 

aturan perundang-undangan, dan artikel dimaksud penulis uraikan dan 

hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang 

lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. 

Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni 

menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat 

terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

umum

10 Roni Hanitijo Sumitro, Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta,

11 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktik, Citra Aditya Bakti, Bandung,
1984, hm 9.

2001, hlm 18



16

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka

pengumpulan data terutama ditempuh dengan melakukan penelitian

kepustakan dan studi dokumen.

5. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh disajikan dan dianalisis dengan metode content analysis

secara kualitatif dengan melakukan analisis deskriftif. Analisis deskriptif

bertitiktolak dari analisis yuridis sistematis mengalisis isi pertimbangan

hukum dalam perkara anak nakal No. 31/Pid.B/l 999/PN .Plg dan isi

pertimbangan dalam putusan perkara anak nakal No. 151/Pid.B/1997/PN.Plg. 

Dari analisis yang dilakukan, kemudian ditarik kesimpulan dengan 

menggunakan metode induktif - deduktif.
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